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BAB V 

 PENUTUP 

5.1. KESIMPULAN 

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif

yaitu pasal 170 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak

tepat karena unsur-unsur tindak pidana kekerasan dengan tenaga

bersama terhadap orang atau barang telah terpenuhi sehingga para

terdakwa seharusnya dituntut dengan pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab

Undang-undang Hukum Pidana.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor

1010/PID.B/2014/PN.BKS dimana jika dilihat dari aspek yuridis

hakim menjatuhkan pidana terhadap para pelaku tindak pidana

kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang

hanyalah berdasar atas surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut

Umum yaitu pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

tetapi tidak menerapkan ancaman hukuman yang memuat unsur-unsur

tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu pasal 170 ayat

(2) ke 1 Kitab Undang –undang Hukum Pidana dengan ancaman

Pidana yang lebih tinggi yaitu pidana penjara selama-lamanya 7

(tujuh) tahun. Sehingga masih jauh dari unsur-unsur yang diperhatikan

dalam penegakan hukum yakni kepastian hukum (rectssucherheit),

kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechtigkeit).

5.2. Saran 

1. Polisi, Jaksa, Hakim maupun Penegak Hukum lainya yang diberikan

amanat serta wewenang oleh Undang-undang wajib dan harus

mengikuti serta mematuhi semua prosedur yang berlaku, agar tidak

terjadi hal atau masalah yang merugikan atau melanggar hak orang

lain. Sebab negara Indonesia merupakan negara hukum dan hal ini

tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

dalam pasal 1 ayat (3) oleh sebab itu dibutuhkan penegakan hukum

yang akuntabel agar terciptanya suatu tertib hukum.
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2. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat 

dakwaan,  mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim 

untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku 

yang dihadapkan dimuka persidangan. Selain itu, juga harus 

mempunyai pengetahuan atau ilmu hukum dengan baik, bukan hanya 

hukum secara formil tetapi juga hukum secara materiil agar tidak 

salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur 

yang didakwakan. Penerapan pembuktian tindak pidana pengeroyokan 

dan pengrusakan seharusnya lebih memperhatiakn perhatian yang 

yang berdasarkan Undang-undang sehingga putusan yang akan 

dijatuhkan pasti dan tepat sesuai dengan aturan yang ada bukan dari 

keyakinan hakim semata.  Hakim tidak serta merta berdasar pada 

tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan 

pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. 

Hakim harus lebih peka dalam melihat fakta-fakta apa yang timbul 

pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, dapat 

menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar atau tidak 

dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa 

memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasarkan faktor 

yang memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan 

dimasyarakat.   
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